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ABSTRAK

Pre project selling adalah jual beli properti sebelum proyek pembangunan dimulai
dengan menawarkan unit rumah susun dalam bentuk gambar atau konsep dengan
membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Hal ini diatur di Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Namun saat ini terdapat banyak
permohonan PKPU yang diajukan oleh penghuni karena setelah bertahun-tahun
menghuni dan melunasi pembayaran unit apartemen juga tidak kunjung diberikan
SHMSRS oleh developer. Tentu saja penghuni mengalami kerugian karena tidak
ada kepastian hukum atas kepemilikan unit apartemennya dan banyak dari
permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim karena tidak dapat dibuktikan
secara sederhana. Definisi utang dalam Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004
mengartikan utang secara luas dan seringkali menimbulkan kerancuan dalam
penerapannya, terlebih objek utang dalam permohonan ini tidak dapat dinilai
dalam jumlah uang serta penerbitan SHMSRS juga melibatkan pihak lain
sehingga pembuktiannya menjadi rumit.

Kata Kunci: Pre Project Selling; Rumah Susun; PKPU; Utang; Pembuktian
Sederhana.
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ABSTRACT

Pre project selling is a selling and marketing mechanism which is conducted
before the construction starts by making a preliminary agreement. This act is
covered in Law Number 20 of 2011 concerning Flats. However there are so many
Suspension of Debt Payment applications by residents against developers
regarding their certification of flats certainty despite having paid off the unit and
lived in the apartment for many years. The residents suffer a loss as there is no
legal certainty for their unit possesion and many of it is rejected by the judge
because it cannot be simply proven. Debt in Law Number 37 of 2004 is broadly
interpreted and often causes confusion in the implementation, moreover thus
obligation as debt cannot be valued in money and the certificate publishment
process invloving third parties makes the evidence complicated.

Keywords: Pre Project Selling; Flats; Suspension of Debt Payment; Debt, Simple
Evidence.
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MOTTO

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

(Hadits Riwayat ath-Thabrani)

Dan

“There is nothing like the sight of an amputated spirit. There is no prosthetic for

that”

Al Pacino in Scent Of Woman (1992)
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